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Lampran 4 : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS JARINGAN PEMERINTAHAN DALAM PELAKASANAAN  KEBIJAKAN PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM (THM) DI  KOTA 

PALOPO 

Berikut rancangan pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam penelitian ini: 

KERANGKA KONSEP Topik Pertanyaan 

NETWORK 
GOVERNANCE 

KONTAK (CONTACT) 
 

JUMLAH INTERAKSI Pertanyaan mengenai jenis-jenis interaksi di antara lembaga-
lembaga jaringan. 

Pertanyaan mengenai lembaga apa saja yang terlibat dalam interksi 
tersebut. 

Pertanyaan mengenai agenda apa apa saja yang dibahas dalam 
interaksi tersebut. 

DURASI & FREKUENSI INTERAKSI Pertanyaan mengenai intensitas interaksi di antara lembaga-
lembaga jaringan. 

Pertanyaan mengenai hal-hal yang menentukan terjadinya interaksi 
di antara lembaga-lembaga jaringan. 

MANFAAT INTERAKSI Pertanyaan mengenai output dari masing-masing jenis interkasi. 

Pertanyaan mengenai dampak dari masing-masing jenis interkasi. 

KEPERCAYAAN (TRUST) REABILITAS Pertanyaan mengenai kesepakatan atau komitmen yang telah 
dibangun dalam jaringan. 

Pertanyaan mengenai proses atau dasar pembuatan kesepakatan 
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atau komitmen tersebut. 

KEPERCAYAAN PADA PERJANJIAN 
& MANFAAT KEKAWATIRAN 

Pertanyaan mengenai tingkat kehendak masing-masing lembaga 
untuk bersikap terbuka terhadap lembaga lain atau terhadap 
jaringan. 

Pertanyaan mengenai hal-hal yang dikawatirkan masing-masing 
lembaga terhadap lembaga lain atau pada jaringan. 

Pertanyaan mengenai tingkat kesiapan masing-masing lembaga 
untuk menanggung resiko dari kepentingan jaringan. 

Pertanyaan mengenai hal-hal yang diharapkan terjadi/terwujud 
pada network governance tersebut. 

Pertanyaan mengenai seberapa penting dan seberapa seringnya 
dilakukan usaha untuk saling memperingati atau memberi saran 
antar lembaga dalam rangka menghindari resiko/mendorong 
keberhasilan masing-masing dan jaringan. 

KETIADAAN PERILAKU OPORTUNIS Pertanyaan mengenai seberapa memungkinan terjadinya perilaku 
oportunis (mengambil kesempatan untuk menguntung diri sendiri) 
pada jaringan. 

Pertanyaan mengenai perilku-perilaku oportunis yang pernah 
terjadi pada aktivitas jaringan. 

Pertanyaan mengenai strategi atau sikap yang telah dilakukan 
untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku oportunis. 

Pertanyaan mengenai sikap atau ganjaran yang diberikan terhadap 
lembaga yang diketahui telah melakukan perilaku oportunis. 
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KEPERCAYAAN PADA KEMAUAN 
BAIK 

Pertanyaan mengenai tingkat kepercayaan lembaga terhadap 
efektifitas model jaringan kepemerintahan yang berlangsung. 
 

BERBAGI INFORMASI 
(SHARING 
INFORMATION) 

CAKUPAN INFORMASI 
 

Pertanyaan mengenai informasi atau data-data apa saja yang perlu 
tersedia pada jaringan. 

Pertanyaan mengenai ketersediaan basis data yang dibutuhkan 
lembaga untuk menunjang aktivitas/tujuan jaringan. 

Pertanyaan mengenai ketersediaan masing-masing Lembaga untuk 
memberikan informasi penting yang dibutuhkan dalam menunjang 
aktivitas/tujuan jaringan. 

KUALITAS INFORMASI Pertanyaan mengenai anggapan Lembaga terhadap tingkat akurasi 
data atau informasi yang dimiliki 

PERTUKARAN SUMBER 
DAYA (RESOURCE 
EXCHANGE) 

PERTUKARAN SUMBER DAYA 
MANUSIA & SARANA-PRASARANA 
 

Pertanyaan mengenai keterbatasan lembaga tersebut yang dapat 
ditopang oleh lembaga lain (dan sebaliknya) 

Pertanyaan mengenai hambatan yang seringkali ditemui dalam 
proses pertukaran sumber daya atau sarana-prasarana. 

 

 


